 WALIKOTA CIMAHI
. PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA
NOMOR Y TAMUN 20\S

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTAN GGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
- EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERASAL DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI

' WALIKOTA CIMAHI
Menimbang ¢ a bahwa unth menc1ptakan tertlb adminitrasi,

. h o ® akuntabilitas = dan - transparanm pengelolaan
pemberian Balanja Hibah dan Bantuan Sosial
serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat agar dapat berperan aktif dalam
pembangunan  dipandang  perlu memberikan

hibzh dan bantuan sosial dalam bentuk uang,
~ barang, atau jasa;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hibah dan
Bantuan Sorial yang betsusiber dari Anggaran
'Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi,
telah ditetepkan Peraturan Walikota Nomor 38
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran
Pelaksanasn Dan . Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta
Monitoring Dan Evaluasi Hibah; :




e

Mehgi'ngat‘

- Monitorings

bahwa . dalam rangka penyempurnaan
pelaksq;}%ay sRgmberian Hibah dan Bantuan
Sosial di¥ota Cimahi muka Peraturan Walikota
Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara

- Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatuusahaan,

Pertanggungjawaban = Dan Pelaporan Serta
Dan Evaluasi Hibah, peirlu ditinjau

kembah

bahwa ' b,‘._ asarkan pertimbangan sebagaimana

- dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
-'mcne,taplgan Pﬁraturan Walikota tentang Tata

Cara Ptnganggaran Pelaksanaan ~ Dan
Penatausahaan Pertanggungjawaban  Dan

- Pelapor‘an‘.Sc,rta Mcnitoring Dan Evaluasi Hibah

Dan Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belarija Daerah Kota Cimahi;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

| Penyelenggaraan Negara. yang Bersih dan Bebzas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 385 1),

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara
~ 'Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,
- Tambahan Lembaran Negara Indoncsia Nomor

4116); -

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
‘Keuangan Negara (Lembaran Negara Republilk

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Notnor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 4355);




.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintakan = Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

 diukah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 (entang Perubahan Kedua Atas
Undang-‘Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor .58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

10.

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbarigan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438); ‘ .

Peraturan Pemerintah Nomcr 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin

2005 Nomor 140, Tembahan Lembarun Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerinteh, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

~ Republix Indonesia Nomor 4737);

Peratursn Pemerintah ‘Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah = Daerah (Lembzran Negara
Republik Indonesia Tahun - 2012 Nomor 5,

-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan _
Keuangari Dacrah, sebagaimana telah diubah

‘beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaen Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah
'dan Bantuan * Sosial yang 3Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Be]an_]a Daerah
. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2011 tentang Perubahan Feraturan

 Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201;
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Belanjz Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun

: 2013  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan

@z, Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);

13. Peraturan Daerzh Kota Cimahi Nomor 5 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota
~ Cimahi (Lembaran Daerah Kota Ciinahi Tahun

2008 Ncmor 86 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi
(Lembaran Daerals Kota Cimahi Tahun 2008
Nomor' 89 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daera.h Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008
tentang Dinas Daerab Kota Cimahi (Lembaran
-Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115
Seri D); _

15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah den
Kantor 'Pelayanan Perizinan Terpadu Kotz
Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun
2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan
Kantor FPelayanan Perizinan Terpadu Kota
Cimahi (Lcinbaran Daerah Kota Cimahi Tahun
2011 Nomor 115 SeriD); |




16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun
2008 tentang Kecamdtan dan Kelurahan Kota
Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun
2008 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi’
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun
2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota

- Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimani Tahun
2012 Nomor 142 Seri D); '

17, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun

2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pinty di' Kota Cimahi (Lembaran’
Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 97 Seri

- D)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan | PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
- PENGANGGARAN = . PELAKSANAAN DAN

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUAS]

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERASAL
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I
'KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Cimahi, dan perangkat daerah

- Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Walikota adalah Walikota Cimahi. '

3. Keuengan Daerah adalah semua hak dan kewgjiban daerah dalam
rangika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dlpllal
dengan uang termasuk didalamnya segala _‘bentuk‘ kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

4. Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disiflgkat'
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota Cimahi
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. :

5. Pejabat Pengeloia Keuangan Dacrah yang sela;njutnyi disingkat PPKD
adalah Lkepala satuan kerja pengelola kiuangan dacrah __vzng
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bcrtmlak




10.

11;

12,

13.

14.

scbagai bendahara umum ‘caerah dalam hal ini Kepala Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Cimahi, ‘
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/barang, meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum
Dacrah, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan serta Satuaa Polisi Pamong Praja. |

Tim Anggaran Pemerintah Dacrah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.,

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola
Keuargan' Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelola’
Keuangan Daerah selaku Bendahiara Umum Daerah. '

1]

. -Rencana Kerja dan 'Anggaran'SKPD yénig selénjutnya disingkat RKA-

SKPD adalah dokumen perencanaan.dan penganggaran yang berisi

program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelalsanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah dalam hal it Dinas Pendapatan dan
Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yeng memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang-digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran, . ‘

Hibah adalah pemberian uang/ barang dari pemerintah daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wafib den tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.,

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosiel. L ' ‘,

Resiko sosial adalah kejadian stau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh indivi('il.'l,
keluarga, kelompok dan/atau wmasyarakat sebagai dampak krisis
éosial, Krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam
yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan scmakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dala{n kondisi 'wajar.



15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian pemberian hibah yang ditanda tangani oleh
Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

16. Organisasi Kemasyarakatan yang sclanjuthya disebut Ormas adalah"
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secura
sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehencak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam

- pembangunan demi tercapsinya tujuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pé.ncasila dengan bentuk Badan Hukum.
| - BABU .
- RUANG LINGKUP
, ' ' Pasal 2
Ruang lingkup Peraturar; Walikota ini meliputi penganggaran,

pelaksanaan dan 'pcnatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta monitoring dan evaluasi pemb<rian hibah dan bantuan sbsial yung

bersumber dari APBD, ~

‘Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang,
barang, atau jasa. '

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa
uang atau barang.

BAB III
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

‘Pasal 4

(1) Pemerintah daersh dapat memberikan hibah sesuai kemampuan
keuangan daerah. - . L

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada eyat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajjb.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menunjang pencapaiun sasaran program dan keglgtan
pemerintah daé;ah dengan memperhatikan asas . keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat_.

(4) Pemberian hibah .scbagaimaﬁa dimaksud pada ayat (1) memenuhi

. kriteria paling sedikit: = = . : |
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;



' b. tidak wajib, tidak mengikat dan ti&iak ‘terus menerus setiap
tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
- perundang-undangan; dan

¢. memenuhi persyaratan penerima hibah.,

‘ " Pasal 5
Fibah dapat diberikan kepada :
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
d.

badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbedan
hukum Indonesia.

Pasal 6
(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah
kerjanya berada dalam Kota Cimahi. :

{2) Hibah kepada Pemerintah Deerah lzinnya sebagaimana dimaksuél
dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran  daerah sebagaimana  diamanatkan ‘peraturan
perundang-undangan. ‘

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ diberikan kepada Badan Usaha
Milik Daerah dalam tangka penerusan hibah yang diterima
‘pemerintah ‘daeral. dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundung-undangan. 2

(4) Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan

yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
. Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum' Indonesia sebagaimana
diatur dalam peraturan pcrundang—undang;;an.

(5) Hibeh kepada Badan, Lembaga dan Orgastisasi yang berdasarkan
peraturan  perundang-undangan dapat diberikan bantuan

~ keuangan/hibah. _ -: _

(6) Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan
yang berbadan hukum. Indonesia sebagaimana dimaksud dalgm
ayat (4) dan ayat (5) Pasal iui diberikan dengan persyaratan paling
sedikit : S B -

a, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai
bentuk Organisasi Kemasyarakatan sebagai Badan Hukum
Indonesia;



(@‘i“

™o a0

. telah terdaftar pada pemerinta.h% ‘Kota Cimahi sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan, :

berkedudukan dalam wilayah Kota Curahx

memiliki sekretariat tetap;

tidak terjadi konflik internal;

‘meinilild/mcnguasm tanah yang ‘sah apabila keglatan yang
diajukun merupakan pekezjaan konstruks1 .

memiliki rekening bank atas nama orgamsas'i kemasyarakatan

_penerima h1bah

Bégian Kedna
Usulan Hibah

"Pasal 7

(1) Penerlma Hibah dapat menyampaﬂ:an usulan hibah berupa
prOposaj kepada Walikota yang memuat:

a
b.
¢
d

€.

. Latar Belakang;

Maksud tujuan;

. Rincian rencana kegiatan;
- Rencana penggunaan hibah; dan

Jadwal pelaksanaan kegiatan,

(2) Rincian usulan hibah sebagajmana‘ dimaksud pada ayat (1} adalan
sebagai berikut : ‘ ‘

a.

Latar Belakang, berisi * uraian tentang gambaran umum
mengenai fakta-fekta .dan permasalahan-permasalahan yang
melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajulmnnya
usulan hibah oleh calon penerima hlbd.h

Maksud dan Tujuan, be1131 uraian tcntang maksud dan tujuan
dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;

Susunan Kepengurusan calon pencnma hibah, bs.r131 uraian
tentang susunan pengurus der organisasi kemasyanr akatan yang
mengajukan usulan hibah:

Domisili Sekretariat (calon penerims hibah, berisi uraian tentang
kebcradaan/alamat sekretariat darl organisasi kemasyarakatzm
yang mengajukan usulan hibeh;

bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh calon penerima hibak; _
jadwal pelaksanaan kegxdttm berisi uraian tentang waktu dan
tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon
penerima hibah;



g rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi
uraian tentang  perhitungan mengenai kebutuhan biaya
pelaksanaan kegiatan ‘ermasuk rmc:fiar;_ kebutuhan bahan dan

peralatan serta kebutuhan lainnya; dan

h. tanda tangaj.n dan rnama lengkap calon penerima hibah
(pimpinan{ ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga.

(3) Proposal sebagaimana dimaksud paéa ayat (1) dibubuhi cap dan
tandatangan oleh: i

a. Pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja
bagi pemerintah, ' :

b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya
¢. Direktur utama atau sebutan lain bagi perusahaan duerah dan ‘

d. Ketua dan sekretaris atsu scbutan lainnya bagi badan, lembaga,
dan organisasi kcmagyarakatan Yang berbadan hulkum

(
St
S

Indonesia.

Bagian Ketiga,
Peugﬁnggaran

: Pasal 8

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, serta
badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara
tertulis kepada Walikota melatui SKPD terkait, ‘

(2) Walikota mendi'spos.isikan usulan hibah kepada SKPD sesuai
dengan bidangnya untuk dilakakean evaluasi,

(3) SKPD terkait melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Kepala SKPD menugaskan personil di lingkup kerjanya untuk
melakukan evaluasi vsulan hibah.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sepagai
berikut : "

a. memastikan keberadaan Calon Penerima Hibah (badan,
lembaga, dan organisasi kemasyarskaten yang berbadan
hukum Indonesia) yang mengajulcan usulan hibah (tidate fiktif);,

b. merﬁastikah‘donﬁsili'/ alamat sckretariat Calon Penerima Hibah
(badan, lémbaga,- dan organisasi- kemasyargkatan' yang
- berbadan hukurn Indonesia) sebagaimana tercantum dalam
proposal yang diajukan cleh calon penerima hibah;

c. mengetahui kesesuaian antara hau'ga.E dalam proposal de‘ngan
standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Cimahi atau apabila komponen yang dibutuhkan
tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat
menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;



o

d. mengetahui kesesuaian' antarg icebutuhan' peralatan dan
bahan serta kebutuhan lai ya yang diperlukan dalam
pelaksanaan kegiatar. dengan jenis kegiatannya;

¢. memastikan kegiatan vang akan dibiayai dengan dana hibah
belum dilaksangkan oleh calon penerima hibah;

f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan
- sesual kebutuhan, antara lain: - R
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Calon Penerima Hibah

(Ketua dan Bendahara);

2. Foto Copy dolumen pendirian/pembentuken organisasi
kemasyarakatan, dapat berupa akta notaris atau
dokumen lainnya yang capat dipertanggungiawa?)kan.

3. ' Fow  Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia mengenai bentuk Organisasi Kcmasyaralcam
sebagai Badan Flukum Indonesia '

4. Surat Pernyataan permohonan hibah yang ditandatangani
oleh celon penerima hibah (badan, lembaga, dan
organisasi kemasyarakatan vang berbadan hukum
Indonesia);

S. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang
ditendatangani oleh calon penerima . hibah \badan,
lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia); ' |

6. Surat Pernyataan t{dak mernah mend apatkan hibah secara
terus menerus yang ditandata.ngani oleh calon penerima
hibah; : ‘ ‘

7. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Kantor
Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat
bagi orgenisasi kemasyarakatan;

8. Foto Copy bukti kepemilikan/pengiiasaan tanah yang sah
(apabila kegiatan yang digjukan merupakan pekerjaan
konstruksi); . 7

(6) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat

tersebut diatas dapat dikecualikan ‘berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. o _

(7) Kepala SKPD terkait 'sebagrﬁmana d&na.ksud pada ayat (2)

menyampaikan hasil evaluasi usulan hibah berupa rekomendasi
- kepada Walikota melalui TAPD.
(8) Penyampaian Rekomendasi kepada TAPD sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (5) diberikan melalui Sekretaris TAPD. _ _

(9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah., = - '



4
- Pasal 9

(1) Kepala SKPD dapat membentuk Tim d1 lingkup kerjanya untuk
melakukan evaluasi kembali terhadap dokumen penerima hibah,

-(2) Evaluasi yang dilakukar oleh tim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adaiah sebagai berikut :
a. Evaluasi Administrasi; dan
b. Evaiuasi Teknis.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ajrat (1) dapat diberikan
honorarium herdasarkan Standar Biaya yang berlaku.

- Pasal 10
(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan
PPAS. o . o
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa,

Pasal 11

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa d;'c:antunikan dalam RKA-SKPD,

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dan ayat (2) menjad dasar penganggeran hibah dalam APBD sesuai
peraturan perundeng-undangan. ' -

Pasal 12 o

(1) Hibah berupa uang scbagaﬁnana din‘&aksud dalam Pasal 9 ayat (.1}
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada
PPKD. , ‘ '

(2) Hibal berupa barang atau jasa sebagaimana d—irna.ksud dalam Pasal
10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langs:un:g. yang
diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke
dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibez.h barangF
atau jasa dan rincian obyek bareng atau jasa yang d_:scra.hkap:
kepada pihak ketiga/masyarakat p:;da. SKPD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paszl 13
il PA-
(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasaz:kan atas D
PPKD.



(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarka s
alas DPA SKPD. =

Pasal 14
(1) Walikota menetapkan daftar Penerirua Hibah beserta besaran uang
“atau jenia barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan
Keputusan' Walikota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Cimahi tentang APBD dan Peraturan Walikota Cimahi tentang
penjabaran APBD.

(2) Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3) PPKD membuat surat pemberitahuan kepada penerima . hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SKPD terkait,

(4] Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposal sesuai
dengan nilai hibah yang akan diterima sebagaimana tercantum
dalain surat pemberitahuan dari PPKD untuk diusulkan kembeli
ke Walikota melalui SKPD terkeit. |

(5) Kepala SKPD menugaskan perso'nif di lingkup kerjanya untuk

' melakukan evaluasi perubahan rencana anggaran biaya,

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan Pasal
8 ayat (5).. B, | ‘

(7) Kei)ala SKPD mengajukan Nota Dinas Pencairan sesuai dengan
hasil evaluasi kepada Walikota dengan melampirkan proposal yeng
dilengkapi dengan persyaratan pencairan hibah.

(8) Nota dinas yang telah disetujul Wallkota didisposisikan kepada
PPKD untuk proses pencairan. .

(9) Penyaluran/Penverahan Hibah dari pemerintah kota kepada

~ penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, Berita
Acara, pakta Integritas dan Kuitansi. ]

(10) Pencairan/Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dilakukan
dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari PPKD ke

- Flekening Penerima Hibah. : '

(1 1]Péncairan /penyaluran hibah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat

(8) dengan kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
a. b‘elat'lja hibah untuk Pemerintah dan Pemerintat. Daerah

Lainnya, terdiii dari : |

1. surat permohonan pencairan belanja hibah kepada
Walikota melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian rercena
penggunaan belanja hibah. :

2. Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan penerima

. hibah.

3. NPHD yang ditandatangani oleh kedua belah pihak



4,

(€]

T

Pakta Integritas yang ditandatangani  penerima hibah
bermatera: cukup yang menyatakan bahwa hibah yang

- diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD,

salinan/photo copy Xartu Tanda Penduduk (KTP) atas
nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah yang
bertanggungjawah sebagai Penerima Belanja Hibah.
salinan/photo copy rekening baalk yang masih aktif atas
name instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah
Lainnya, ¢

salinan /photo copy NPWP,

b. belanja hibah untuk perisahaan daerah, terdiri dari :

(@]

1:"
. Walikota melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian rencana

e

surat permohonan ‘pencairan belanja hibah kepada

penggunaan belanja hibah.,

Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan penen‘ma
hibah. ‘ : ‘ ‘

NPHD yang ditandatangani oleh kedua belah pihak

. Pakta integritas ditandatangani péner_ima hibzh bénnéterai

cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NFHD,

salinan,/photo copy Kartu Tanda 'Pcnduduk (KTP) ‘atas

- nama direksi atau sebutsn lain perusahaan daerah ‘atau

perseroan yang bertanggungjawab sebagai pen¢rima
belanja hibah. = : ;
salinan/photo copy reksning bank yang masih alktif. atas
nama perusahaan deerah atan perseroan penerima belanja
hibah.

salinan/photo cdpy NPWP.

Belanja hibah untuk  badan, lembaga, dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan
terdaftar pada Pemerintah Daerah, terdiri dari :

1.

Surat permohonan pencairan belanje. hibah, dilengkapi
rincian rencana penggunaan belanja hibah.

Susunan Pengurus -

. Surat keterangan domisili dari pejabat setempat.

salinan/phioto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
nama Ketua,/pimpinen/pengurus lembaga/organisasi yang
bertanggungjawab sebagai penerima belanja hibah.
salinari/photo copy rekening bank yang masih aktif atas
nama lembaga/organisasi. -

NPHD yang citandatangani oleh kedua belah pihak.
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7. Pakta integritas dari penerima; hibah yang menyatakan
bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan
NPHD. - 7

8. Keputusan Wa.likota Cimahi ten‘tang penetapan pencﬁr_na

- hibah. o E ‘

9. salihan/photo copy NPWP.,

' d. Belanja Hibah untuk badan, lembaga, dan organisasi
kemasyarakatan lainnya yang sumber pembiayaunnya menjadi
tanggung jawab © Femeriniah Daerah sesuai - peraturan
perundang-undangan, terdiri dari : * ;

1. surat permchonan pencairan belanja hibah, - dilengkapi
rincian rencana penggunaan belanja hibah,

2. susunan pengurus,
| 3. surat keterangan domisili dari pejabat setempat.
gm; 4. salinan/ pioto copy Kartu Teanda Penduduk (KTP) atas -
nama Ketua/pimpinan/pengurus lembaga/ organisasi yang
bertanggungjawab sebagai penerima belanja hibah.

5. Rekomendasi dari Instansi diatasnya bagi Badan, Lembaga
dan Organisasi yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dapat diberikan bantyan keuangan/hibah,

6. salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas
nama lembaga/organisasi.

7. NPHD yang ditandatangani cleh kedua belah pihalk,

8. Pakté, integritas dar! penerima hibah yang menyatakan .

bahwa"‘hibah yang diterima akan diguna;;an sesuai dengan

| NPHD. |
Cﬁ- 9. Keputusan Wallkota Cimahi tentang penetapan penetima
(5  hibah, |

10. salinan/photo copy NPWP
- (12)SKPD terkait meryampaikan berkas kelengkapan administrasi
pencairan hibah berupa uang dari penerima hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) lgep.ada PPKD dengan lembar pengantar.,
(l3)pencairan/penya‘1uran hibah dalam bentuk uang dapat dicairkan
sekaligus dan/atau bertahap sebagaimana tercantum dalam
NPHD, | _ |
(14)penyerahan hibah dalam bentuk barang dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(15)Ipenyerahan hibah dalam b::lntuk‘ jasa dilakukan sesuai ketentuan
persturan pe'rundapg-unda.ugan.

- . Pasal1§
(1) Setiap pemberin hibah = dituangkan dalam NPHD  yang
ditandatangani bersama oleh Walikota dan penerima hibah.

J



(2) SKPD/Unit Kélja. menyiapkén konStj:p NPHD sesu
tugasnya dengan dikocrdinesikan kepada Bagian Hukum., |

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai: :

a. pemberi dan penerima hibah;

b. tujuan pemberian hibah;

C. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterma;
d o

e

ai bidang

. hak dan kewajiban; _
- tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
{, tata carg pclaporanl hibah. '

(4) NPHD ditandatangani oleh Walikota melalui pejabat yang ditunjuk
yang meliputi : ' ‘

- . Hibah Uang oleh Sckretaris Dacrah; dan
b. Hibah Barang/Jasa oleh Kepala SKPD,

Pasal 16
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) berpedomen pada peraturan perundang-undangan.

Bagien Kelima :
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

(1) Penerima hibah berupa uang menyampalkan laporan penggunaan
hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD
terkait, :

(?) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan
penggunaan hibah keparda Walikota melalui kepala SKPD terkait.

(3) Dalam hal pencairan dan/atau pesyaluran belanja hibah yang
dilaksanakan secara bertahap, maka penerima  belanja  hibah
berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah setiap
tahapan paling lambat sebelum pelaksanaan pencairan/penyaluran
tahap berikutnya. :

(4) Bagi Badan, Lembaga dan Organisas yang dibentuk berdasarkan
ketentuan peraturan  perundang-undangan yang dapat
diberikan/dialokasikan melalui pemberian  hibah berupa uang
setiap tahun anggaran, maka penerima hibah berkewajiban
menyarpaikan laporan pengguiaan hibah pada tahun squelumnya
untuk pelaksanaan pencairan/penyaluran hibah pada tahun
berkenaan. . :

Pasal 18 _ ‘
(1) Hioaa berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.



*2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyelk
belanja hibah pada jernis belanja barang dan jasa dalam program
~ dan kegistan pada SKPD terkait.

' i o "~ Pasal 19
Pertanggungjawaban ‘Pemerintah Kota Cimahi atas pemberian hibah
meliputi: ix ° % S '
a. Belanja hibah untuk Penerintah dan Pemerirtah Daerah Lainnya,
 terdiri dari ; - | - | |

1. Surat permohonan pencairan belanje hibah kepada Walikota
melalui SKPD terkait, dilengkapi rincian reacana penggunaan
belanja hibah. - B '

2. Surat Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan penerima
hibah. ‘

3. Pakta integritas dari penerima kibah yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD,

4. Salinan/photo copy Kartu Tande Penduduk (KTP) atas nama

' pimpinan instansi atay Kepala Daerah yang bertanggungjawab
sehagai penerima belanja hibah. - '

S. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti
serah  terima barang/jasa atas  pemberian hibah berupa
barang/jasa. pg = ¥ L

b. Belanja hibah untuk perusahaan dacrah, terdiri dari :

!. Surat permohonan pencairan belanja hibah kepada Walikota
melalui SKPD terkait, dilengkani rincian rencana penggunaan
belanja hibah, - . :

2. Surat Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan penerima
hibah. ' = B

NPHD

4. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

S. Salinan/photo copy Hartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
direksi atau sebutan lain perusahaan dacrah atau perseroan ysng
bertanggungjawab sebagai penerima belanja hibah.

6. Bukti transfer uang atas pernberian hibah berupa uang atau bukti
serah terima barang/jasa atas pemberian hibali berupa
barang/jasa.

C. Belanja hibah untuk bedan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum indonesia, terdiri dari :

1. Surat permohonan pencairan belanja hibah, dilengkapi rincian

rencana pengguneaan belanja hibah.

Susunan Pengurus

Surat keterangan domisili dari pejabat setempat.

Salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (I:{TP). atas nama
Ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi yang
bertanggungjawab sebagai penerima belanja hibah.

NPHD

w

SRS

o
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0. Pakta integritas dari pénerima hibah yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD,

7. Surat Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan penerima

hibah.

8. Bukti transfer ﬁang atas pemberian hibah berupa uang atau

buktiserah terima barvang/jasa atas pemberian hibah berupa
barang/jasa. - )

Pasal 20

(1) Penerima hibah bcrtanggungjar'.vah_ secara formal dan material atas
penggunaan hibah yangditerimanya, :

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah fneli;buti:

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jéwab yang menyatakan bahwa.

hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan _

c. bukti-bukti ‘pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturen pcmndang-undangan bagi penerima hibah berupa
uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi
- penerima hibah berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10
bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain
sesuai peraturan perundaag-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek
pemeriksaan.

(5) Dalam hal belanja hibah terdapat sisa anggaran pada Penerima
Hibah sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan maka penerima
hibah harus mengembalikan ke Kas Daerah paling lambat tunggal
10 bulan Januari tahun berikutnya dan dibuktikan Surat Tanda
Setoran dari Bendzhara Penerimasn pemerintal Kota Cimahi.

Pasal 21
(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah
daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima
hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporken
sebagai persediaan dalam neraca.

‘ Pasal 22 i
(1) Realisasi hibah berﬁpa. barang dan/atau jasa dikonversi-l;an sesuai
standarakuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran
dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuaz?ga_n dalam
penyusunan laporan keuangan nemerintah Kota Cimahi.
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(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berﬁpa barang dan/atau
Jasa sebagaimana dimaksud pada ' ayat (1) tercantum pada
Lampiran II Peraturan Walikota ini, “

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23 e
(1) Pemerintah Kota Cimahi dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok sesuai kemampuarn keuangan daerah.
(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan

E’; wajib dengan memperhatikan  asas keadilan, kepatutan,
ket rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. '
| | Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (1) meliputi: |

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan
yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik,
bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup
minimum; . s B j

b. lembaga non pemerintdhan bidang pendidikan, keagamaan, dan
bidang lain yang berpersn untuk melindungi individu, kelompok,
dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

e . Pasal2s |

i (1) Bantuan sosial berupa uang kepeda inaividu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud delam Pasal 23 huruf a, terdiri dari
bantuan sosial kepads - individu dan/atau keluarga yang
direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimand dimaksud pada
ayat (1) dialokasikan kepeda individu dan{ atau keluarga yang
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat
penyusunan APBD.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan . sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasﬂ‘can Suntuk
kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkiraken pada
saat penyusunan APBD yang zpabila dimnda penanganannya akan
menimbulkan resiko sosial yeng lebih besar bagi individu dan/ateu
keluarga yang bersangkutan. X



(4] Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (%) tidak melebihi pagu alokasi
anggaran yang direncanakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

_ Pasal 26
(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1) memenuhj kriteria paling sedikit:
a. selektif; | ' .
+ memenuhi persyaratan penerima bantuan; ‘
. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan; :
d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon
penerima yang ditujukan untulk melindungi dari kemungkinan
resiko sosial. = ' | - |

o o

(3) Kriteria pcréyaratah penerima bartuan sebagaimana’ dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi: y
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan Kota
" Cimahi. : S E ‘
(4) Kriteria bersifat sementara dar ddak terus menerus sebagaimana’
dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian
bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikarn setiap tahuri;
anggaran. S ‘ o ‘
(5) Keadaan tertentu dapat bericelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayai’ (1) huruf ¢ diartikan behwa bantuss sosial dapat diberikan"
setiap tahun anggaran sampal penerima bantuan telah lepas dari
resiko sosial. ' - C |
(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dima.k:'sud pf:.lda
ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
¢. pemberdayaan sosial;
d. jamina_n sosial;. .
e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana. |
Pasal 27

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6)
huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan



kemampuan seseorang yang'mengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnva secara wajar. '
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6)
huruf b ditujukan untuk mencegeh dan menangani resiko dari
. guncangan dan kerentanan sosial Seseorang, keluarga, kelompok
masyarakat agar- kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi ‘sesuai’
dengan kebutuhar dasar minimal. K A

(3) Pemberdayaan sosial sebagéimaﬁa dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(6) huruf ¢ ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya,

sehingga mampu memenuki kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6)
huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalan) Pasal
25 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, prograrm, dan kegiatan
yeng dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat
yang tidak mempunyai atav mempunyai sumber mata pencaharian
dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak Dagi
kemanusiaan, ' ' ' '

(6) Penanggulangan bencana éebagaim’ana &hnaksud dalam Pasal 25
ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan
untuk rehabilitesi, ,

Pasal 28

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang . atau barang yang diterima
lengsung oleh penerima bantuar sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebugaimana diftaksud pada ayat (1)
adalah uang yang dibetikan secara langsung kepada’ penerima
seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu,
nelayan miskin, masyarakat lanjut usiaz, terlantar, cacat berat dan
tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu,
santunen korban kebakaran bagi masyarakat Kota Cimahi.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat. (1)
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima
seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa
swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perafhu untuk
nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim
platu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarskat kurang
mampu. '



' (3) Kepala SKPD terksit sebagaimana dimalk

Bagian Kedua
‘Penganggaran

Pasal 29

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis
- kepada Walikota melalui SKPD terkait.

(2) SKPD  terkait untuk melakukan evaluasi usulan -

. . tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

sud pada ayat (2)

menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota
melalui TAPD, R 4 .

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimeksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kernampuan
keuangan daerah. |

]

L m : Pasal 30

(1) Rekomendasi képéla SKPD dan pértimbangé.n TAPD sebagaimara

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat 4) menjadi dasar
bencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan
KUA dan PPAS. . ‘

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau
barang, -

Pasal 21
(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD,
(2) Bantuan sosia] berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD,

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam
APBD sesuai pefaturan perundang-undangan.

Pasal 32 :

(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja
bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada
PPKD. o |

(2) Objek belanja bantuan sosial dan rir;ciar; objek b.elan_]a bantuan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputl;

‘a. individu den/atau keluarga; oo
b. masyarakat; dan .
c. lembaga non pemerintahan.

(3) Bamtuemag sosialp- berupa barang di.anggarkan dalam lgzelompok
belanja langsung yang diformulasixan ‘kcde.dam program .da.n
kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis bCIal.‘l-]a. barang dan jasa,
obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek bel_anja
bantuan sosial btarang yang diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada SKPD. :



1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga i
Pelaksanuan dan Penatausahaan
: A
Pasal 33

Pelaksanaan a.nggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan
atas DPA-PPKD. :

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan
atas DPA-SKPD. ‘

Pasal 34

Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial
dengan keputusan Walikota Cimahi berdasarkan peraturan daerah

Kota Cimahi tentang APBD dan peraturan Walikota Cimahi tentang
penjabaran APBD.

‘Penyaluran dan/atan penyerahan bantuan sosial didasarkan nada

daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat' (1), kecuali bantuan
sosial kepada individu dan/atau kelua.rga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya setagaimana dnnaksud dalam Pasal 25.
Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan pada pemuntaan tertulis
dari individu dan/atau keluarga yang bcrsangkutan a+au surat
keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat
persetujuan Walikota setelah diverifikasi- oleh SKPD terkait.
Pencairan bantuan sosial berupa uany dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS).
Pencairan/penyaluran hantuan sosial sebagaimana dtmaksud'
Pasal 34 ayat (4) dengan kelgngkapan administrasi, sebagai
berikut:
a. bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau
masyarakat, terdiri dari !
1. Surat permohonan kepada Walikota melalui SKPD terkait,
_ dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan spsial.
2. Surat keterangan doraisili dari pejabat setempat.
3. Salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
-~ nama individu, keluarga, dan/atau masyarakat penerima
bantuan sosial.
4, Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang
- menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usulan.. _
5. Salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas
nama individu, keluarga, dan/atau masyarakat.pencrima'
Bantuan sosial.



]

(6)

(7)

6. Surat Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan

. daftar penerima bantuan sosial, ;

b. bantuan sosial kepada lembaga nor pemerintahan bidang
pendidikan, keagamazan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat, terdiri
dari: ’ '

‘1. Surat permohonan kepada Walikota melalui SKPD terkait,
' dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial,

2. Susunan Pengurus. '

3. Surat keterangan domisili dari pejabat setempat.

4. Salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
nama ketuaysekretaris/bendahara lembaga/organisasi
penerima bantuan sosial.

S. Pakta  integritas dari penerima bantuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan

- digunakan sesuai dengan usulan.

6. Salinan/photo copy rekening bank yang masih aktif atas
nama lembaga/organisasi penerima bantuan sosial,

7. Surat Keputusan Walikota Cimahi, tentang penetapan
dafter penerima bantuan sosial.

SKPD terkait menyampaikan berkas kelengkapan administrasi

pencairan bantuan sosial berupa uang dari penerima bantuan

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PPKD dengan

lembar pengartar. ,

Dalam hal penyaluran /perncairan apabila calon penerima bantuan

sosial individu, keluarga, dan/atau masyarakat meninggal dunis,

maka bantuan sosial diberikan kepada yang memiliki surat
persetujuan kuasa dengan berdasarkan surat keterangan ahli
waris dari pejabat setempat (Ketua RT, Lurah dan Camat).

Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampali

dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat

dilakukan melalui mekanisme tambali uang (TU]. ]
Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan social

sebagaimana dimaksud pe_ida ayat (4) dilengkapl dengan kuitansi
bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasgal 35 ¢ .

Pengadaan .barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana
dimaksnd dalam Pasal 3 ayat (2) berpecdoman pada peraturan perundang-

undangan.



(1)

Bagiun Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 36

Penerlma bantua.n sosial berupa uang menya.mpalkan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada 'Walikota
‘melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkaut
Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaukan
laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota
melalui kepala SKPD terkait,

Pasal 37

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis

(2)

2

belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran
berkenaan,

Bantuan sosial berupa barang dicatat sebaga; realisasi obyek
belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa
dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 33

PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial
kepada individu dan /atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana’ dimalksud dalam

- Pasal 34 paling lambat tanggal 5 Januari tahun . anggaran

(1)

berikutnya.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] memuat
nama penerima, alamat dan besaran bantuan sasial yang
diterima oleh masing-masing 1nd1v1du dan/atau keLua:ga

Pasal 39
Pertanggungjaweban pemerintah Kota Cimahi atas
pemberian bantuan sosial meliputi;
d. individu, keluarga, dan/atau masyarakat, terdir. dari :

1. Surat permohonan kepada Walikota melalui SKPD
terkait, dilengkapi rincian rencana penpggunaan
bantuan sosial. :

Surat keterangan domisili dari pejabat setempat.
Salinan / photo'copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
‘nama individu, keluarga, dan/atau masyarakat
penerima bantuan sosial. -
4, Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang
| 'menyatakah bahwa bantuan sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usulan.
- 5. Surat Xeputusan Walikota Cimahi, tentang pn_netapan
daftar penerima bantuan sosial.



6. bukt1 transfer/penyerahan uang atas pemberian

~ bantuan sosiz] berupa ua.ng atau bukti serah terima
barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

© b. lembaga  non  pemerintahan bidang  pendidikan,

keagamaan, dan, bidang lain yang berperan untuk
melindungi mchv'du, kclompok dan/atau masyarakat,

terdiri dari : .

1. Surat permohonan kepada Walikota melalui SKPD
terkait, = dilengkapirincian rencana  penggunaan
bantuan sosial. '
Susunan Pengurus

3. Surat keterangan domisili dan pejabat setempat.

- 4. Salinan/photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
name. ketusa/sekretaris/bendahara lembaga/organisasi
yang bPrta.rJDgung]awab sebagai penerima bantuan

~ sosial.

5. Palita integritas dari penerima bantuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usulan.

6. Surat Keputusur Walikota Cimahi, tentang penetapan
daftar penerima bantuan sosial,

7. bukti transfer/penyerahan uang atdas pemberian
bantuan sosial berupa uang atau bukti seruh terima

- barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang,
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
angka 4 dan 5 dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi
individy. dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya. Y -
' : r.;Pasal 40 :

(1) Penerima bantuan ‘sosial bertanggungjawab secara formal
dan material atas penggunaan bantuan sosial yang
diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penenma bantuan sosiai meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh 'penerima

bantuan sosial; . M

b. .surat pernyataan tanggung]awab yang mcnyatakan bahwa

bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai

- .dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang 1engkap dan sah sesuai

peraturan perundeng-undangan bagi penerima bantuan
sosial berupa nueng atau salinan bukti serah terima
barang bagi penerima bantuan sos1al berupa barang,

(3) Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah
paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan

perundang-undangan.

1

=




=)

(4) Pertanggungjawaban se’oagau‘ma.na.i dimaksud pada‘ayat (2)
huruf ¢ disirnpa:; dan dipe:gunakan oleh penerima bantuan
sosial selaku obyek pemeriksaan.

_ Pasal 41
(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan
keuangan pemecrintah %ota Cimahi dalam tahun anggaran
Lerkenaan., S
(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima bantuan sosial Sampai dengan akhir fahun
anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam
neracai
Pasal 42
Realisasi bantuan sosial- berupa barang dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pade. laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penynsunan
laporan keuangan pemerintah kota Cimahi.
' BABV 3
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas
- pemberian hibah den bantuan sosial. |
(2) Kepala SKPD mentigaskan personil di lingkup kerjanya
untuk melakikan monitoring dar. evaluasi atas pemberian
hibah dan bantuan sosial. '
(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
~ ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan
(melalui) untuk ditindak lanjuti Inspektorat Daerah Kota
- Cimahi. ‘
Pasal 44 :
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang
tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau
bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. . -

BABVI
PEMBIAYAAN
Pasal 45
(1) SKPD dapai menanggarkan biaya operasional bagi pengelolazn hibah

dan bansos dalam DPA SKPD masing-masing . '
(2) Besaran enggaran mengacu kepada standar analisa belanja (SAB).



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pzsal 46

(1) Dcngan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota
Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan
- Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelapéran Serta

Moritoring Dan Evaluasi Hibah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

(2) Peraturen Walikota ini mulai berlaku pada tahumn anggaran 2013,

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapa_nnya
akan diperbaiki sebagannana mestinya.

Pasal 47
Peraturan Wahkota ini berlaku pada tanggal d1undangkan

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 Bcw\um 203
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